
 

 
 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR 
NOMOR 2 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

                        ATAS RAHMAT ALLAH  YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 

serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan mewujudkan kemandirian daerah; 

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan 

retribusi perizinan tertentu yang  mampu memberikan 
kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi 

masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan 
peran serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, perlu 
diatur pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah 

Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pemungutan 
retribusi perizinan tertentu; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf c, Pasal 
140, Pasal 141  dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956          
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 
3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  

Hukum  Acara Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  1981 Nomor  76,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3209);  



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  1999  Nomor  54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833);  

5. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  

Bangunan Gedung  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2002 Nomor  134,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4247);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  
Perikanan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2004  Nomor  118, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor  4433) sebagaimana  telah  
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun  2004  tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  
10.Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2004 Nomor  125,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4437)  

sebagaimana  telah  diubah  untuk kedua kalinya  dengan  
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang 

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  
Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia         
Nomor 4844);  

11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  
Nomor  132,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 444);  
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia          

Tahun  2007  Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);  

13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
 



14.Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  
Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  130,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Nomor 5049);  

15.Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

16.Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  

Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

17.Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 

Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  
Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia             

Tahun  2009  Nomor  36, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor  3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58          

Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  
Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  

Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  
Pidana  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia           
Tahun  2010  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5145);  
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Tahun  1993  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1993  Nomor  64,  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 
20.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia               
Tahun  1996  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3643); 
21.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4532);  

22.Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4578);  
23.Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  

Pedoman Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2005 Nomor  165,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4593);  



24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2006  
Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Tahun  2008  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855); 
25.Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  

Jalan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2006  Nomor  86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

26.Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang 

Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  21,  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  
28.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2010  

Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3161);  

29.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh             
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Aceh Nomor 38); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR 

dan 

BUPATI ACEH TIMUR 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 
  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
  

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:  
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.  
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara 
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas 

Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.  
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Aceh Timur.  



4.  Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan 

ditetapkan oleh Bupati.  
5.  Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten Aceh Timur. 
6. Pejabat  adalah  Pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang retribusi daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.  

8.  Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.  

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.  

10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Kabupaten.  

11.Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender.  
12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.  

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang.  

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang.  

 
 


